
: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten datam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 197 4 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Jndonesia Nomor 3041 ), sebagaimana tefah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Repubfik fndonesia Tahun 
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan.(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repubtik 
Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik fndonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Oaerah; (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, 

Mengingat 

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten 
Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, pertu menyusun 
Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Kesatuan 
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten 
Rem bang; 

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan 
Peraturan BupaU Rembang tentang Pedoman Uraian Tugas 
Jabatan Struktural Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan 
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rembang. 

PERATURAN BUPATI REMBANG 

NOMQR6S'TAHUN 2008 

TENT ANG 

PEDOMAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL 
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

KABUPATEN REMBANG 

BUPATI REMBANG, 

BUPATJ REMBANG 

LI ' 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adafah Kabupaten Rembang. 

Pasal 1 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN URAIAN TUGAS 
JABATAN STRUKTURAL KANTOR KESATUAN BANGSA, 
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN 
REMBANG. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) 
sebagaimana terah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan 
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan 
l-emb•an Nega(a Republik Indonesia Nomor4194); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4262); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah NOlnor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 47 41 ); 

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebartuasan Peraturan Perundang 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor23); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Rembang; (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 
Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang Nomor 91 ). 

Menetapkan 

t 



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 4 

KETENTUAN PENUTUP 

Pedoman Uraian Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai 
pedoman kerja dalam pelaksanaan tugas jabatan penyelenggaraan tugas umum 
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. 

BAB Ill 

Pasal3 

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural 
Kantor Kesatuan Bangsa, Potitik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rembang 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal2 

BAB II 

PEDOMAN URAIAN TUGAS 

10. Uraian Tugas adalah paparan secara rinci tentang tugas jabatan struktural. 

11. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 
jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka 
memimpin suatu satuan organisasi negara. · · 

9. Tugas adalah proses mengolah bahan kerja dengan menggunakan perangkat 
kerja untuk memperoleh hasit kerja. 

8. Pedoman adalah ketentuan yang harus dilaksanakan guna mencapai tujuan 
yang ditetapkan. 

6. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor 
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rembang. 

7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 
Ma,yarakat ~bupat~n Rembang. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang. 

4. Perangkat Daerah adalah adalah unsur pembantu kepala daerah yang terdiri 
dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, 
lembaga lain, kecamatan dan kelurahan. 

3. Bupati adalah Bupati Rembang. 

2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyerenggara pemerintahan daerah. 



BERITA DAEP.AH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008 NOMOR G~ 

HAIVIZAH FATONI 

Diundangkan di Rembang 
pada tanggal ..3/ D~W ~ 

SEKRETAHJS DAERAH 
KABUPATEN REMBANG 

Ditetapkan di Rr:,mbang 
pada tanggar .3/ IJtrrru»lxu- .4.CXJt!J 

BUPATI REMBANG 

(:ft' 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang. 

H. MOCH. SALIM 
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1. KEPALA 
a. TUGAS POKOK 

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
kesatuan bangsa, polltik dan perlindungan masyarakat. 

b. FUNGSI : 

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dan 
perlindungan masyarakat; 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang 
kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa, politik dan 
perlindungan masyarakat; 

4. Penyelenggaraan ketatausahaan kantor; 

5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan 
bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; dan 

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

c. URAIAN TUGAS : 

1. Menjabarkan kebijakan strategis pemerintah daerah di bidang kesatuan 
bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; 

2. Menyusun kebijakan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan 
masyarakat sebagai bahan kebijakan atasan dan pedoman pelaksanaan 
tugas; 

3. Merencanakan program kerja bidang kesatuan bangsa, politik dan 
perlindungan masyarakat; 

4. Menjabarkan perintah atasan ke dalam langkah operasi guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

5. Melaksanakan konsultasi, koordinasi dan fasilitasi kegiatan bidang 
kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dalam rangka 
sinkronisasi dan slnergi; 

6. Menelaah dan membuat peraturan perundang-undangan di bidang 
kesatuan bangsa~ politik dan perlindungan masyarakat; 

7. Menetapkan kebijakan operasional dan meningkatkan kapasitas aparatur 
di bidang bina idologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional , 
ketahananan seni, budaya , agama dan kemasyarakatan, politik dalam 
negeri dan hubungan antar lemabaga, ketahanan ekonomi, ketentraman 
ketertiban umum. perlindungan masyarakat , koordinasi perlindungan 
masyarakat ,koorctinasi perlindungan dan dan penegakan Hak Asasi 

PEDOMAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL 
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

KABUPATEN REMBANG 

Lampiran : Peraturan BuP.ati Rembang 
Nomor : b~ iOhunr- ~'o 
Tanggal : 3 l t>c&-e~t- ;>.od3 
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2. KEPALA TATA USAHA 
a. TUGAS POKOK 

· Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 
bfdang ketatausahaan. 

b. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang tata usaha sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 
2. Merencanakan program kegiatan dt bidang tata usaha sebagat pedoman 

pelaksanaan tugas 

Manusia ( HAM ) serta manajemen pencegahan dan penanggulangan 
bencana; 

8. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, 
supervisi dan konsultasi , perencanaan , penelitian, pemantauan 
pengembangan dan evaluasi ) di bidang bina idiologi dan wawasan 
kebangsaan, kebangsaan, kewaspadaan nasionar, ketahanan seni, 
budaya, agama dan kemasyarakatan, politik dalam negeri, ketahanan 
ekonomi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, 
koordinasi perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) , 
manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana; 

9. Menyefenggarakan pelaksanaan kegiatan kesatuan bangsa, politik dan 
perlindungan masyarakat, meliputi kegiatan ketatausahaan, ketahanan 
bangsa, politik dalam negeri dan hubungan antar lembaga dan 
perlindungan masyarakat 

10. Menyelenggarakan pelayanan bidang kesatuan bangsa, politik dan 
perlindungan masyarakat; 

11. Menyelenggarakan kegiatan teknis fungsional bidang kesatuan bangsa, 
politik dan perlindungan masyarakat; 

12. Menyelenggarakan pengelolaan data dan infonnasi bidang kesatuan 
bangsa. politik dan perlindungan masyarakat; 

13. Melaksanaan urusan lain yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa, 
politik dan perlindungan masyarakat; 

14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 
tugasnya; 

15. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya 
guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

16. Memberikan petunjuk dan arahan serta memantau pelaksanaan tugas 
bawahan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

17. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan karir; 

18. Memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis 
sebagai bahan masukan atasan; 

19. Memantau dan mengevaluasi kegiatan bidang kesatuan bangsa, politik 
dan perlindungan masyarakat; 

20. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada 
atasan. 



................. ----------~~ 
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b. URAIAN TUGAS : 
1. Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan 

bangsa sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

3. KEPALA SEKSI KETAHANAN BANGSA 

a. TUGAS POKOK : 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan bidang 
ketahanan bangsa. 

3. Merumuskan sasaran program kegiatan tata usaha sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

4. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

5. Memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas bawahan agar 
tugas berjalan lancar dan tepat waktu;. 

6. Menyediakan data dan infonnasi bidang tata usaha sebagai bahan 
pelaksanaan tugas; 

7. Melaksanakan kegiatan bidang perencanaan, keuangan, umum dan 
kepegawaian; 

8. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja kantor, sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas kantor; 

9. Mengelola penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis kantor dengan 
bidang terkait guna keterpaduan pelaksanaan tugas; 

10. Mengelola penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran 
lingtcup Kantor; 

11. Menyediakan data untuk penyusunan laporan Kinerja lnstansi 
Pemerintah (LAKlP)., LKPJJLPPO, pengawasan melekat, pengenda&ian 
operasional kegiatan dan laporan rutin lainnya sesuai ketentuan yang 
berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

12. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Kantor; 
13. Mengelola administrasi kepegawaian Kantor; 
14. Meneliti, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan 

administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar 
guna tercapainya tertib administrasi; 

15. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang 
menjadi kebutuhan Kantor; 

16. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Kantor; 
17. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan 

karir; 
18. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang tata usaha; 
19. Memben"kan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis 

sebagai bahan masukan atasan; 
20. MeJaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada 

atasan; 
21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan 

tugas. 
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2. Merencanakan program kegiatan di bidang ketahanan bangsa sebagai 
pedoman peraksanaan tugas; 

3. Merumuskan sasaran program kegiatan ketahanan bangsa sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi guna kelancaran pelaksanaan 
tug as; 

5. Memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan 
agar tugas berjalan lancar dan tepat waktu; 

6. Menyediakan data dan informasi tentang ketahanan bangsa sebagai 
bahan pelaksanaan tugas; 

7. Melaksanakan Kegiatan pengawasan dan pendataan aliran terlarang , 
orang asing dan lembaga asing sesuai ketentuan yang berlaku. 

8. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pemantauan pemahaman ideologi 
negara dan wawasan kebangsaan dalam rangka menangkal idiologi asing 
serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa; 

9. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PBBN) 
kepada aparatur pemerintah dan lapisan masyarakat guna terwujudnya 
cinta tanah air dan ketahanan bangsa. 

10. Melaksanakan pembinaan/penyuluhan/ceramah kepada warga Negara 
mengenai kepribadian bangsa, ketahananan bangsa dan kepedulian sosial 
yang· berwawasan nusantara 

11. Memfasilitasi, mediasi dan melaksanakan kegiatan dalam pelaksanaan 
pengembangan pembauran kebangsaan dan kerukunan hidup antar dan 
antara umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan 
bangsa. 

12. mengadakan inventarisasi data kriminalitas, tempat hiburan umum, tempat 
rekreasi, hotel/penginapan dan tempat-tempat yang dapat menimbulkan 
kerawanan sosial. 

13. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat ( bimbingan, 
survisi dan konsultasi , perencanaan, penelitian, pemantauan, 
pengembangan dan evaluasi) dibidang bina ldiologi dan wawasan 
kebangsaan. kewaspadaan nasional. katahanan seni, budaya, agama dan 
kemasyarakatan, ketahanan ekonomi ketentraman, ketertiban umum, 
koordinasi perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). 

14. Melaksanakan kegiatan di bidang pranata sosial ( ketahanan sumber daya 
alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiscal dan moneter, perilaku 
masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan 
dan ketahanan ormas perekonomian dan budaya bangsa/agama 
(ketahanan seni budaya, akulturasi budaya agama dan kepercayaan ); 

15. Mengadakan pengawasan terhadap jalur distnbusi sembilan bahan pokok 
(sembak) dan pemantauan keperluan sehari-hari bersama instansi terkait 
agar dapat berjalan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. 

16. Melakukan kegiatan pemantauan kondisi kehidupan perekonomian rakyat 
dalam rangka memantapkan ciri kas pengembangan kehidupan 
ekonominya; 

17. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penetapan 
kebijakan. perijinan/operasional di bidang ketahanan sumber daya alam, 
ketahanan perdagangan dan investasi (penanaman modal) 
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a. TUGAS POKOK : 
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan bidang 
politik dalam negeri dan hubungan antar lembaga . 

b. URAtAN TUGAS ~ 
1. Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang politik dalam 

negeri dan hubungan antar lembaga sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 

2. Merencanakan program kegiatan di bidang politik dalam negeri dan 
hubungan antar fembaga sebagai pedoman pefaksanaan tugas; 

3. Merumuskan sasaran program kegiatan politik dalam negeri dan hubungan 
antar lembaga sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

5. Memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan 
agar tugas berjalan lancar dan tepat waktu; 

6. Menyediakan data dan informasi tentang politik dalam negeri dan 
hubungan antar lembaga sebagai bahan pelaksanaan tugas; 

7. Melaksanakan kegiatan pembekalan pada organisasi politik , orgsanisasi 
kemasyarakatan dan generasi muda dalam rangka mendorong fungsi dan 
peran lembaga politik, sosial serta kemasyarakatan. 

8. Melaksanakan pemantauan dan pemberdayaan terhadap kegiatan sosial 
politik dan organisasi kemasyarakatan yang bercita-cita meningkatkan 
peran fungsi dan peran fungsinya sebagai penampung maupun 
memperjuangkan aspirasi masyarakat; 

9. Melaksanakan kegiatan kegiatan pengamatan dan pemantauan kukuh 
persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memantapkan etika 
kehidupan politik. 

4. KEPALA SEKSI POLITIK DALAM NEGERI DAN HUBUNGAN ANTAR 
LEMBAGA 

18. Melaksanakan pencegahan berkembangnya ajaran komunisme, 
Leninisme, Marxisme dan ajaran rainnya yang bertentangan dengan 
idiologi Pancasila; 

19. Melaksanakan kegiatan kerjasama intelkam yang tergabung dalam 
Forkompanda 

20. Melaksanakan kegiatan di bidang bina masyarakat perbatasan dan tenaga 
kerja. 

21. Melaksanakan penyuluhan bersama instansi terkait dalam menurunkan 
berkembangnya penyakit masyarakat dan Narl(Oba. 

22. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan karir; 
23. Melaksanakan monitoring, evahJasi dan peJaporan bidang ketahanan 

bangsa; 
24. Memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis 

sebagai bahan masukan atasan; 
25. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada 

atasan; 
26. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan 

tugas seksi. 
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5. KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

a. TUGAS POKOK : 
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan bidang 
perlindungan masyarakat . 

b. URAIAN TUGAS : 
1. Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan 

masyarakat sebagai pedoman petaksanaan tugas; 
2. Merencanakan program kegiatan di bidang perlindungan masyarakat 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas~ 
3. Merumuskan sasaran program kegiatan perlindungan masyarakat 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

1 O. Melaksanakan kegiatan di bidang pemantapan sistem dan implementasi 
pori'bl( (sosiarisasi dan Komunikasi) 

11. Melaksanakan kegiatan dibidang pengembangan etika dan budaya potitik. 
12. Meraksanakan kegiatan di bidang fasmtasi, mediasi, komunikasi dan 

konsultasi Pemilu, Pilgub, Pileg, pilkada, dan pendidikan politik. 
13. Melaksanakan kegiatan dibidang fasiUtasi sarasehan dan dialog interaktif 

yang dilaksanakan oleh parpol/ormas. 
14. Memfasilitasi dan memotifasi keserasian hubungan antar lembaga 

sosiaVpranata sosiaf untuk menciptakan kerukunan sostal. 
15. Memfasilitasi bantuan dana yang diperuntukan kepada partai politik dan 

ormas. 
16. Melaksanakan pengkajian dan pemberian ijin atas kegiatan penelitian 

(riset) yang dilakukan oleh lembaga organisasi dan perseorangan di 
daerah. 

17. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan di Kecamatan, keturahan, desa dan masyarakat (bimbingan, 
surpervisi, konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan 
,pengembangan dan evaluasi) dibidang pengembangan demokrasi/politik 
dalam negeri. 

18. Meningkatkan kapasitas aparatur dibidang pengembangan demokrasi 
lpolitik datam negeri 

19. Melayani pendaftaran dan perpanjangan keberadaan ormas, profesi dan 
LSM. 

20. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan karir; 
21. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang politik dalam 

negeri dan hubungan antar rembaga; 
22. Memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis 

sebagai bahan masukan atasan; 
23. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada 

atasan; 
24. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan 

tugas seksi. 
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BUPATI REMBANG <O ~. 
1-f. MOCH SALIM 

10. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan daerah dan bidang 
p.eoingkatan s.umber daya Satuan Perlindungan Masyarakat. 

11. Melaksanal<an k:egiatan fasilitasi pendidikan dan pelatihan Satuan 
Perlindungan Masyarakat. 

·12. Melalo.:sanakan kegiatan peningkatan sarana dan preserana satuan 
Perlindungan Mc1syarakat. 

13. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan konsondas! ststem perlindungan 
masyara.kat . 

14. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan 
Masya.rakat. 

15. Melaksanakan kegiatan fasilitsai dan koordinasi antar unsur perlindungan 
masyarakat. 

16. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan karir; 

17. Mefa~~sanakan monitoring, evafuasi dan pefaporan bideng pertindungan 
masyaracat; 

18. Mamberikan saran dan pertimbangan baik secara lk>Ein maupun te~uHs 
seb;:1gai bahan masukan atasan; · 

19. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kspsda 
atasan; 

20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang berxaltan dengan 
tugas sekst, 

per1indungsm masyarakat 6. Menyedialc.an data dan informasi tentang 
sebagai bahan pelalcsanaan tugas; 

7. Melaksanakan rencana kegiatan deteksi terhadap penanggulsngan 
bencana serta penyuluhan dan bimbingan penyuluhan masyarakat di 
daerah rawan bencana; 

8. MelaJ{sanakan koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan pengerahan 
dan pengendafran anggota perlindungan masyarakat dafam rangka 
membantu keamanan daerah bencana dan k~1iata11-kegiatan penting 
daerah. 

9. Mernpelajari dan mengkaji bahan pelatihan dan gladi bagi anggota Sstuan 
Perlindungan Masyarakat dan aparat penanggulangan bencana terkait 
lainn~1 agar pelaksanan pefatihan berjafan tertib dan lancar. 

fi. Memberikan b!mbingan dan arahan pelaksanaan tugas kspada bawahan 
agar tugas berjalan fancar dan tepat waktu; 



: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 197 4 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041 ), sebagaimana telah diubah dengan 
Undanp-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 197 4 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan.(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran N9Qara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, 

Mengingat 

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten 
Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, perlu menyusun 
Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten Rembang; 

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan 
Peraturan Bupati Rembang tentang Pedoman Uraian Tugas 
Jabatan Struktural Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten 
Rembang. 

PERATURANBUPATIREMBANG 

NOMOR ~AHUN 2008 

TENTANG 

PEDOMAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL 
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REMBANG 

BUPATI REMBANG, 

BUPATI REMBANG 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Rembang. 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN URAIAN TUGAS 
JABATAN STRUKTURAL KANTOR LtNGKUNGAN HtDUP 
KABUPATEN REMBANG. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) 
sebagaimana tetah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan 
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan 
Lembaran N~ara Republik lndQnesia Nomor4194); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2003 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4262); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Oaerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Repubrik fndonesia Nomor 4741); 

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang, 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor23); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Rembang; (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 
Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang Nomor 91 ). 

Menetapkan 

\ 



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal4 

BAB Ill 

KETENTUAN PENUTUP 

Pedoman Uraian Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai 
pedoman kerja dalam petaksanaan tugas jabatan penyetenggaraan tugas umum 
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. 

Pasal3 

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural 
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal2 

BAB II 

PEDOMAN URAIAN TUGAS 

6. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten 
Rembang. 

7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang. 

8. Pedoman adalah ketentuan yang harus dilaksanakan guna mencapai tujuan 
yang ditetapkan. 

9. Tugas adalah proses mengolah bahan kerja dengan menggunakan perangkat 
kerja untuk memperoleh hasil kerja. 

10. Uraian Tugas adalah paparan secara rinci tentang tugas jabatan struktural. 

11. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 
jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka 
memimpin suatu satuan organisasi negara. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang. 

4. Perangkat Daerah adalah adalah unsur pembantu kepala daerah yang terdiri 
dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, 
lembaga lain, kecamatan dan kelurahan. 

2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyetenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Rembang. 



BERffA DAERAH tc:ABUPATEN REMBANG TAHIJN 2008 NOMOR f,k> 

Diundangkan di Rembaing 
pada tanggal ~/ ()urthJlx!r ~ 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN REMBANG 

Ditetapkan di Rembsing 
pada tanggat .!>I 04.r~/Jrv ~ 

~:~ANG 

I/ 
H. MOCH. SAUM 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
rnr dengan penernpatannya datam Berita Daerah Kabupaten Rembang. 
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1. KEPALA 

a. TUGAS POKOK 
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
fingkungan hidup. 

b. FUNGSI : 
1. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup; 
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang 

lingkungan hidup; 
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup; 
4. Penyelenggaraan ketatausahaan kantor, 
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan 

hidup;dan 
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 
c, URAIAN TUGAS : 

1. Menjabarkan kebijakan strategis pemerintah daerah di bidang lingkungan 
hrdup; 

2. Menyusun kebijakan bidang lingkungan hidup sebagai bahan kebijakan 
atasan dan pedoman pelaksanaan tugas; 

3. Merencanakan program kerja bidang lingkungan hidup; 
4. Menjabarkan perintah atasan ke dalam langkah ope,as• guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 
5. Melaksanakan konsultasi, koordinasi dan fasilitasi kegiatan bidang 

tingkungan hidup datam rangka sinkronisasi dan sinergr; 
6. Menelaah dan membuat peraturan perundang-undangan di bidang 

Ungkungan hidup; 
7. Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan lingkungan hidup, meliputi 

kegiatan ketatausahaan, bidang pengendalian pencemaran lingkungan, 
bidang pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya 
alam dan bidang penataan hukum, pengembangan teknologi dan 
in.strum.en lingkungan; 

8. Menyelenggarakan pelayanan bidang lingkungan hidup; 
9. Menyelenggarakan kegiatan teknis fungsional bidang lingkungan hidup; 

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL 

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 

KABUPATEN REMBANG 

Lampiran : Peraturan Bupati Rembang 

Nomor 

Tanggal 



2 

2. KEPALA TATA USAHA 
a. TUGAS POKOK 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 
bidang ketatausahaan. 

b. URAIAN TUGAS 

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang tata usaha sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

2. Merencanakan program kegiatan di bidang tata usaha sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas 

3. Merumuskan sasaran program kegiatan tata usaha sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

4. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

5. Memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas bawahan agar 
tugas berjalan lancar dan tepat waktu; 

6. Menyediakan data dan informasi bidang tata usaha sebagai bahan 
pelaksanaan tugas; 

7. Melaksanakan kegiatan bidang perencanaan, keuangan, umum dan 
kepegawaian; 

8. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja kantor, sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas kantor; 

9. Mengelola penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis kantor dengan 
bidang terkait guna keterpaduan pelaksanaan tugas; 

10. Mengelola penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran 
ttngkup Kantor; 

11. Menyediakan data untuk penyusunan Laporan Kinerja lnstansi 
Pemerintah (LAKIP), LKPJJLPPD, pengawasan melekat, pengendalian 
operasional kegiatan dan laporan rutin lainnya sesuai ketentuan yang 
berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

1 O. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi bidang lingkungan 
hidup; 

11. Melaksanaan urusan lain yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup; 

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 
tugasnya; 

13. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya 
guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

14. Mernberikan petunjuk dan arahan serta memantau pelaksanaan tugas 
bawahan guna ketancaran petaksanaan tugas; 

15. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan karir; 

1'6. Memberikan saran dan pertimbangan baik secara fisan maupun tertufis 
sebagai bahan masukan atasan; 

17. Memantau dan mengevaluasi kegiatan bidang lingkungan hidup; 

18. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada 
atasan. 



b. URAIAN TUGAS : 
1. Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian 

pencemaran lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
2. Merencanakan program kegiatan di bidang pengendaHan pencemaran 

lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
3. Merumuskan sasaran program kegiatan pengendalian pencemaran 

Hngkungan sebagat pedoman petaksanaan tugas; 
4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; 
5. Memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan 

agar tugas berjalan lancar dan tepat waktu; 
6. Menyediakan data dan informasi tentang pengendalian pencemaran 

lingkungan sebagai bahan pelaksanaan tugas; 
7. Melaksanakan pengelolaan kualitas air, penetapan kelas air, pemantauan 

kualitas air dan pengendalian pencemaran air pada sumber air; 
8. Mefaksanakan pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang 

tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air; 
9. Melaksanakan penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa 

terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air pada keadaan 
darurat dan I atau keadaan yang tidak terduga lainnya; 
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a. TUGAS POKOK : 
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan bidang 
pengendalian pencemaran lingkungan. 

3. KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN 

12. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Kantor; 
13. Mengelola administrasi kepegawaian Kantor; 
14. Meneliti, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan 

administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar 
guna tercapainya tertib administrasi; 

15. Mengek>la pengadaan dan perlengkapan sena rumah tangga yang 
menjadi kebutuhan Kantor; 

16. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Kantor; 
17. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan 

karir; 
t8. Metaksanakan monitoring, evafuasi dan pefaporan bidang tata usaha; 
19. Memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis 

sebagai bahan masukan atasan; 
20. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada 

atasan; 
21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan 

tugas. 

,--- - 

I 
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24. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan sistim tanggap darurat; 

25. Melaksanakan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan 
timbah 83; 

26. Melaksanakan fasilitasi perizinan lokasi pengolahan limbah 83; 
27. Mefaksanakan fasiTltasi perizinan penyimpanan sementara fimbah 83 di 

industri atau usaha suatu kegiatan; 

28. Mencari mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data informasi yang 
berhubungan dengan bidang pengendalian pencemaran lingkungan 

29. Melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem informasi pengendalian 
pencemaran fingkungan; 

30. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan karir; 

31. Mefaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian 
pencemaran lingkungan; 

32. Memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertuffs 
sebagai bahan masukan atasan; 

33. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada 
atasan; 

34. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan 
tugas seksi. 

pengumpulan limbah 83 kecuali 22. Melaksanakan fasilitasi penzman 
minyak pelumas/oli bekas; 

23. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran 
limbah 83; 

1 O. Melaksanakan pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian 
pencemaran air; 

11. Melaksanakan fasilitasi perizinan pembuangan air limbah ke air atau 
sumberair; 

12. Melaksanakan fasilitasi perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk 
aplikasi pada tanah; 

13. Melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber 
bergerak dan tidak bergerak; 

14. Melaksanakan pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan 
bermotor lama secara berkala; 

15. Metaksanakan pengkoordinasfan dan petaksanaan pemantauan kuarrtas 
udara; 

16. Melaksanakan pengawasan temadap penaatan penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara 
dari sumber bergerak dan tidak bergerak; 

17. Melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan; 

18. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan pelaksanaan 
pengendatian dampak perubahan iktim; 

19. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan perlindungan 
lapisan ozon dan pemantauan skala kabupaten; 

20. Melaksanakan pemantauan dampak deposisi asam; 

21. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah 83; 
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b. URAIAN TUGAS : 
1. Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian 

kerusakan lingkungan dan konservasi sumberdaya alam sebagai 
pe.doman pelaksanaan tugas~ 

2. Merencanakan program kegiatan di bidang pengendalian kerusakan 
lingkungan dan konservasi sumberdaya alam sebagai pedoman 
petaksanaan tugas; 

3. Merumuskan sasaran program kegiatan pengendalian kerusakan 
lingkungan dan konservasi sumberdaya alam sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

5. Memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan 
agar tugas berjalan lancar dan tepat waktu; 

6. Menyediakan data dan informasi tentang pengendalian kerusakan 
lingkungan dan konservasi sumberdaya alam sebagai bahan pelaksanaan 
tugas; 

7. Melaksanakan pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan 
perusakan witayah pesisir dan taut; 

8. Melaksanakan pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau 
kerusakan wilayah pesisir dan laut; 

9. Melaksanakan usulan penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut; 
10. Melaksanakan pengawasan penataan instrumen pengendalian 

pencemaran dan/atau kerusakan; 
11. Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut; 
12. Melaksanakan pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas 

lingkungan pesisir dan laut; 
13. MeJaksanakan usuJan penetapan kriteria teknis baku kerusakan Jingkungan 

hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan I atau lahan; 
14. Metaksanakan penangguhmgan kebakaran hutan dan/atau lahan~ 
15. Melaksanakan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau 

pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan 
dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala 
kabupaten; 

16. Melaksanakan pengendarian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan 
hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; 

17. Melaksanakan penetapan kriteria kabupaten baku kerusakan lahan 
dan/atau tanah kabupaten untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan 
hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional; 

a. TUGAS POKOK : 
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan bidang 
pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi sumberdaya alam 

4. KEPALA SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN 
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 
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a. TUGAS POKOK : 
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan bidang 
penataan hukum, pengembangan teknologi dan instrumen lingkungan . 

5. KEPALA SEKSI PENATAAN HUKUM, PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN 
INSTRUMEN LINGKUNGAN 

18. Melaksanakan usulan penetapan kondisi lahan dan/atau tanah; 

19. Melaksanakan pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau 
tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat 
berdampak skala kabupaten; 

20. Melaksanakan pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah 
untuk produksl biomassa; 

21. Melaksanakan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan akibat bencana; 

22. Melaksnakan usulan penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana; 
23. Melaksnakan usulan penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan 

bencana Jingkungan; 
24. Melaksanakan pengkoordinasian dalam perencanaan konservasi 

keanekaragaman hayati; 
25. Melaksnakan usulan penetapan dan pelaksanaan kebijakan konseNasi 

dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati; 
26. Melaksnakan usulan penetapan dan pelaksanaan pengendalian 

kemerosotan keanekaragaman hayati; 
27. Melaksnakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi 

keanekaragaman hayati; 
28. Mefaksnakan penyelesaian konflik datam pemanfaatan keanekaragaman 

hayati; 
29. Melaksanakan pengembangan manajemen sistem informasi dan 

pengelolaan data base keanekaragaman hayati; 
30. Mencari mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data informasi yang 

berhubungan dengan bidang pengendafian kerusakan fingkungan dan 
konservasl sumberdaya alam 

31. Melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem informasi pengendaJian 
kerusakan lingkungan dan konservasl sumberdaya alam; 

32. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan karir; 
33. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian 

kerusakan lingkungan dan konservasi sumberdaya alam; 
34. Membenlcan saran dan pertimbangan baik secara ffsan maupun tertuffs 

sebagai bahan masukan atasan; 
35. Melaporkan pelaksanaan tugas sebaga• pertanggungjawaban kepada 

atasan; 
36. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan 

tugas seksi. 
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6. Menyediakan data dan informasi tentang penataan hukum, 
pengembangan teknoJogi dan instrumen lingkungan sebagai bahan 
pelaksanaan tugas; 

7. Melaksanakan penelaahan dan pembuatan peraturan perundang 
undangan dt btdang ttngkungan htdup; 

8. Melaksanakan penegakan hukum lingkungan; 

9. mefaksanakan penyelenggaraan diklat di bidang Lingkungan Hidup sesuai 
permasalahan lingkungan hidup; 

10. melaksanakan pengevaluasian hasil pelaksanaan diklat tentang 
lingkungan hidup; 

11. Melakukan pengendalian tata ruang melalui koordinasi dan peningkatan 
keterpaduan datam perencanaan, pengendatian dan evatuasi datam 
pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung 
lingkungan; 

12. melaksanakan penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang 
mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup sesuai dengan 
standar; norma dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah; 

13. melaksanakan pemberian rekomendasi UKL I UPL; 

14. Metaksanakan kajian terhadap usutan jenis usutan usaha dan atau 
kegiatan tentang kelayakan lingkungan sebagai bahan pertimbangan 
dalam penerbitan perijinan; 

15. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan Hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang 
wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Kabupaten I Kota; 

16. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan 
diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam 
wilayah Kabupaten; 

17. metaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasionat 
Indonesia ( SNI ) dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan 
lingkungan hidup; 

18. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian 
lingkungan hidup; 

penataan hukum, 
sebagai pedoman 

2. Merencanakan program kegiatan di bidang 
pengembangan teknologi dan instrumen lingkungan 
pelaksanaan tugas; 

3. Merumuskan sasaran program kegiatan penataan hukum, pengembangan 
teknologi dan instrumen tingkungan sebagai pedoman petaksanaan 
tugas; 

4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

5. Memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan 
agar tugas berjatan tancar dan tepat waktu; 

penataan 
sebagai 

b. URAIAN TUGAS : 

1. Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang 
hukum, pengembangan teknologi dan instrumen lingkungan 
pedoman pelaksanaan tugas; 
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H. MOCH SAUM 

BUPATl REMBANG 

19. rneiaksanakan penetapan peraturan daerah di bidang penerapan 
t,'istrumen exonorni untuk pengetotaan sumber daya atam dan lingkungan; 

20. rnelaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen 
ekonoml datam pengeloiaan sumber daya alam dan lingkungan untuk 
daerah yang bersangkutan; 

21 . melaksanakan penerapan instrumen ekonomi d slam pengelolaan sumber 
daya atam dan trngkungan; 

22. Melaksanakan dan pemantauan penataan ates perjanjian intemasional di 
bidang pengf9nda!ian dampak lingkungan; 

23. meleksanakan pernantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan 
protokol; 

24. rnetaksanakan penerapan Sistim Manajemen Lingttungen, ekolabel, 
produksi bersih, dan tekno!ogi berwawasan lingkungan; 

25. rnelaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen 
linr4kungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan 
lingk1Jnfjall yang mendukung pola produksl can konsumsi yang 
berke.lanjutan; 

26. metaksanakan penyedlaan l@boratorium lingkungan sesuai dengan 
keoutuhan daerah: 

27. Me:1!akukan kajian lingkungan strategis (LKS); 
26. Meiakukan pembinaan dan peningkatan partisipasi maeyarekat, lembaga 

non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup; 
29. Mencari mengumpulkan, menghimpun dan mengolah da1a informasi yang 

berhubungan dengan bidang penataan hukum, pengembangan teknologi 
dan instrumen lingkungan 

30. Melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem informasi penataan 
hukum, pengembangan teknologi dan instrumen lingkungan; 

31. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dafam rangka pembinaan kark; 
32. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penetaan 

hul<um, pengembangan teJmologi dan instrumen lingkungan; 
33. Memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan meupun tertulis 

sebagai bahan masukan atasan; 
34., Melapori,an pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada 

atasan: 
35. I\MJ!aksana~:an tugas lain yang diberikan atasan yang berkaltan dengan 

tug as seksi. 


